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PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR ?7 TAHUN| 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

=t

KABUPATEN BUNGO TAHUN 2013

(1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu menetapkan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun
2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun
2013;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,
. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 5 ayat
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25), s bagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);
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Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, K bupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten T njung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor |3903), sebagaimaﬂ; telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 12000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang 54 Tahunﬁ 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi, |dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara |Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara| Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara|Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomar 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi  Pelaksanaan encana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
517);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH (RKPD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2013

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013, yang
selanjutnya disebut RKPD Tahun 2013, adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tah un dimulai pada tanggal 1
Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

(2) RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

TSP OO0 CTO

Bab I Pendahuluan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan
Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Bab V Rencana Program Prioritas Daerah.
Bab VI Penutup.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) yang dituangkan dalam suatu Dokumen
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
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Pasal 2
(1) RKPD Tahun 2013 merupakan hasil penjar
Musyawarah Perencanaan Pembangunan |
dalamnya terdapat prioritas pembangunan, re

(2) RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pa

ngan aspirasi masyarakat melalui
Daerah (Musrenbangda) yang di
ncana kerja, dan pendanaannya.

a ayat (1) merupakan:

a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat D

erah Tahun 2013.

b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2013.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Kabupaten Bungo Tahun 2013 maka:
a. Pemerintah Kabupaten Bungo menggunakan

RKPD Tahun 2013 sebagai bahan

pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan RKPD Tahun 2013 pada
pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran| Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.

Pasal 4
(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) me

mbuat laporan kinerja triwulan dan

tahunan atas pelaksanaan kegiatan yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan

dan indikator kinerja masing-masing program.

(2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo dan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pa
bahan pertimbangan bagi analisis dan

a ayat (1), menjadi masukan dan
evaluasi usulan anggaran tahun

berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

bersangkutan.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabt
antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Ker

2013 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakil
dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Rl

Jjpaten Bungo menelaah kesesuaian
ja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun
n Rakyat Daerah Kabupaten Bungo
PD) Kabupaten Bungo Tahun 2013.
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Pasal 6

Dalam hal Rencana Kerja Pembangunan Daerah
2013 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ¢
pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Pemerintah Kabupaten Bungo menggunakan RK
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dij:tapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah K;

(RKPD) Kabupaten Bungo Tahun
lalam Pasal 3 berbeda dari hasil
Daerah Kabupaten Bungo, maka
D Tahun 2013 hasil pembahasan
en Bungo.

pengundangan Peraturan Bupati
abupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 30522012
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Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal %6 -8- 2012

- B
H. SUDIRMAN ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 17
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